
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

NOMOR KEP. 7 6 /M.WN/HK/O7 /2077
TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA,/
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

iMenimhang a bahwa sehubungan dengan berakJtirnya masa bakti Sekretaris

Kenlenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pejabat Penanda

Tangan DIPA/Pcjabat Kuas3 PenSSuna AngSaran terhitunS tanggal 3

Juli 2017, serta berdasarkan Peraturan Menteli Keuangan Nomor

19O/PMK.O1/2012 tentanB Tata Cara Pembayaran dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat

(4), Menterr Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencahaan Pcmbangunan Nasional selaku Pengguna AnSSaran

perlu segera nrenunjuk Pelaksana TuSas Pejabat Penanda TanSan

DIPA/ Pejabat Kuasa Pengguna Ang9aran Kementerian Perencenaan

Pembangurran Nasional/Badan Petencanaan Pembangunan

Nasional;

bahwa berdasarkan pertinrban g;an sebagaimana dimaksud dalartl

huruf a, perlu segera ditetapkan Pejahat Penanda Tangan

Dl tA/ Pejabat Kuasa Pensgunrt Anggar an Ketnenteriatr Perencanaan

Pernbangunan Nasicnal/Badan Perencanaan Pernbangunan

Nasional;
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c.bahwa...
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Memerhatikan : .

bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampftan Keputusan

ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana

Tugas Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pej 
^bat 

Kuasa Pengguna

Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 18 Tafutn 2016 tentan8 An88aran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun An1gata,n 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24O, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahrm 2073 tentanr Tata CNa

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201-5 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

Peratvran Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2076;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O7O ter:rtang PenSadaan

Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201 5;

Peraturan Menteri KeuanSan Nomor 190/PMK.O5/2O12 tentang

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggatan

Pendapatan dan Belanja Negaral

Peratrtran Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahtn 2016

tentanS Or8anisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencana n

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016

tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelapotan, Pemantauan dan

Evaluasi Kegiatan dan AIBS ran;
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Memerhatikan: Surat Perintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanan Pctnbattgunan Nasional Nomor

KEP.O98/M.PPN / 09/ 2016 t^nq9al 13 September 2016 perihal Pelaksana

Tugas Jabatzn Sekretaris Kententerian PPN/Sekretaris Utarrla Bappenas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/K.EPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT PENANDA

TANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN

PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERXNCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.

PEKIAT\.tr\

KEDUA

KETIGA

MenSanSkat Dr'. Diani Sadiawati, SH, LLM, jabatan Pelaksana Tugas

Sekletaris Kenrenterian Perencanaan Pembangulran Nasional/Sekretaris

lJtama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi Pelaksana

Tugas Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pen88una AnS3alan

Kementerian Perencanaan Pembangunart Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Sebagai tanda pengesahan, pada lampiran Keputusan ini dicantumkan

tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan

bahwa tanda tangan dan paraf tidak sah, apabtla tidak sesuai dengan yang

tercantum dalam Lantpiran Keputusan ini.

DenSan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menterl

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor KEP. 177IM'PPN/HK / 12/2075 tentang

Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIP l\/ Peiabat Kuasa PenSSuna

Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KEEMPAT : ...


